[RBUPATEN suomARIO}

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO
NOMOR : 1 TAHUN 1992 SERI A No. 1

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

NOMOR : 15 Tahun 1990
TENTANG
PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
I1 Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang meng-
adakan dan Memungut Pajak Buat Keramaian untuk
Umum yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi
Jawa Tengah tanggal 5 Oktober 1955 Seri C nr. 42
yang telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daecrah Tingkat 11
Sukoharjo tanggal 26 Juni 1972, dipandang sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan per-
ckonomian dewasa ini, schingga perlu ditinjau kem-
bali;
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Mengingat

Menetapkan

. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 teq,

1., unob gl
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. bahwa sehubungan dengan itu, Peraturap Daer

tersebut diatas, perlu dicabut dan ditetapkap,
aturan Daerah tentang Pemungutan Pajak Kerap,
Untuk Umum.

Per.
iy

am |
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; ° |

. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 ten

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam |
lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor : 11/Drt. Tahun 1957 ten-

tang Peraturan Umum Pajak Daerah;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana;

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten-

tang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun

1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Per-

bioskopan di Daerah dalam Rangka Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l

Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Peng
usulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pega®®
Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 1 Sukoharjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pacrah
Kabupaten Daecrah Tingkat I1 Sukoharjo.

Ly r )i)--x)l]
27 AN Legyarsds o,

MEMUTUSKAN:

- (KA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINOT

I1 SUKOHARJO TENTANG PEMUNGUTAN PA
KERAMAIAN UNTUK UMUM.

Scanned with CamScanner




41

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemcerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Dacrah Tingkat 11 Sukoharjo;

b. Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Dacrah
Tingkat 11 Sukoharjo;

¢. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

d. Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan
Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo;

¢..Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sckre-
tariat Wilayah / Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat
11 Sukoharjo;

f. Pertunjukan dan keramaian umum adalah macam /
jenis keramaian pertunjukan atau permainan anak-
anak atau scgala bentuk usaha yang dapat dinikmati
scrta dapat menimbulkan kesenangan bagi sctiap
orang dengan nama dan bentuk apapun dimana
untuk menonton mempergunakan atau menikmati-

* nya dipungut bayaran;

g. Penyclenggara adalah orang atau Badan Hukum,
Perkumpulan atau Panitia yang menyelenggarakan
dan bertanggung jawab atas pertunjukan dan
keramaian umum tersebut baik bertindak untuk dan
atas namanya sendiri maupun untuk atas nama pihak
lain yang menjadi tanggungannya;

h. Penonton adalah sctiap orang yang menghadiri tem-
pat hiburan, keramaian atau pertunjukan untuk
meclihat atau mendengar kecuali penyelenggara,
pegawai-pegawainya, para pemain dan petugas yang
melakukan kewajibannya;

i. Pengunjung adalah sctiap orang yang menghadiri
tempat hiburan untuk menikmati dan memper-
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gunakan fasilitas tempat usaha hiburan, Permajay
dan atau usaha jasa kesegaran jasmani dan tempay.
tempat lain yang dapat disamakan dengan ity kecuay;
penyelenggara, pegawai-pegawainya dan Petugas
vang melakukan tugas kewajibannya;

Tanda masuk adalah suatu tanda atau bukg yang sah
yang digunakan sebagai tanda untuk dapat menop.

ton, menggunakan atau menikmati pertunjukan dan
keramaian umum;

.. Harga Tanda Masuk adalah harga/nilai nominal yang

digunakan sebagai tanda untuk dapat menonton,

menggunakan atau menikmati pertunjukan dan
keramaian umum;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkar II Sukoharjo.

BAB 11
KETENTUAN PERIJINAN
Pasal 2

(1) Setiap Penyelenggara pertunjukan dan keramaian umum dalam

wilayah Kabupaten Daerah Tin
ljin dari Bupati Kepala Daerah
(2) Untuk memperoleh |

penyelenggara men
Daerah melalui Kepal

gkat Il Sukoharjo harus memperoleh

jin sebagaimana dimaksud ayat (1) P“"‘] "}l;;
8ajukan permohonan kepada Bupati l\t‘P“‘ii
a Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mengrk

formulir yang telah disediakan,

(3) Tata cara dan
Kepala Daecrah

s L ad
persyaratan permohonan ijin ditetapkan oleh Bup
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BAB 1]
NAMA, WILAYAH, OBYEK PENANGGUNG PAJAK DAN
TARIF PAJAK

Pasal 3

(1) Dengan nama pajak pertunjukan dan keramaian umum dipungut Pajak
atas ijin penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum dalam
wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sukoharjo.

(2) Obyck pajak adalah penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian
umum.

(3) Penanggung pajak adalah penyelenggara.

(4) Apabila pertunjukan dan keramaian umum diselenggarakan oleh lebih

dari satu penyelenggara, maka masing-masing bertanggung jawab atas
pembayaran pajaknya.

Pasal 4

(1) Besarnya Pajak pertunjukan dan keramaian umum ditetapkan sebagai
berikut :

a. Untuk pertunjukan bioskop :

Klasemen Bioskop Film Import Film Nasional
Al 28 % dari HTM 25 % dari HTM

BII 25 % dari HTM 23 % dari HTM

BI 23 % dari HTM 20 % dari HTM

C 20 % dari HTM 17 % dari HTM

D 17 % dari HTM 13 % dari HTM
Keliling 13 % dari HTM 10 % dari HTM

o an T

HTM.

- Untuk pertandingan Olahraga sebesar 10% dari HTM;
Untuk hiburan usaha jasa kesegaran jasmani sebesar 20% dari HTM;
Untuk permainan anak-anak sebesar 20% dari HTM;
Untuk pertunjukan dan keramaian umum lainnya sebesar 20% dari
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(2) Klaseman bioskop dan besarnya HTM untuk pertunjukan biOSkop
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Perbedaan HTM dari bioskop yang ti.nggi terhadap yang klasemannyEl
lebih rendah tidak boleh kurang dari 60%.

Pasal 5

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan dimuka.

(2) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin kepada Pengusaha/
Penyelenggara untuk tidak membayar seluruhnya dimuka.

(3) Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini harys

dilunasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak penyeleng.
gara pertunjukan dan keramaian umum berakhir.

(4) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak atau tidak
sepenuhnya melunasi pajak yang terhutang dalam wakru yang diten-
tukan dikenakan denda sebesar 25% dari jumlah pajak yang terhutang.

BAB III
TANDA MASUK

Pasal 6
(1) Tanda masuk sebagaimana
ini, dapat berbentuk -

a. Lembaran yang dijilid,
b. Lembaran lepas

dimaksud pasal 1 hurufj Peraturan Daerah

yang harus memuat .
. Seri Nomor;

1

2

3. Harga tanda masuk;
4. Nama dan cap Penyelenggara,

5. Tanda-t;  Yang diperlukan,

(2) Tanda magyk scbapai —_
MIMana dimalo e L. hy Din
Pendapatan DﬂCrahI; Hana dimaksud ayat (1) diadakan olch
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- (3) Bentuk warna dan ukuran tanda masuk ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah.

Pasal 7
(1) Semua tanda masuk yang akan dipergunakan atau dijual, terlcbih
dahulu harus di cap atau di perporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Tanda masuk yang tidak dibubuhi cap atau tidak diperporasi oleh
Dinas Pendapatan Daerah, dinyatakan sebagai tanda masuk yang tidak
sah.

Pasal 8

(1) Tanda masuk yang tidak sah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah ini apabila ternyata dijual oleh penyelenggara, maka
besarmya pajak terhutang ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah
karena jabatannya; )

(2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan dengan
tambahan pajak sebesar 100% dari jumlah pajak terhutang;

(3) Sisa tanda masuk yang tidak sah yang belum terjual disita oleh
Pemerintah Daerah untuk dimusnahkan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 9
Selain kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan dalam pasal-pasal
terdahulu Peraturan Daerah ini, penyelenggara diwajibkan pula:

4. memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk baik
di tempat keramaian maupun tempat-tempat hiburan, pertunjukan
dan lain schagainya yang berada di areal tempat keramaian;

b.  menjual tanda masuk secara berurutan mulai dari nomor urut yang
terkecil, kecuali bagi tanda masuk yagn berbentuk lembaran lepas;

€. menyobek setiap tanda masuk schingga tidak dapat dipergunakan lagi;
d menunjukkan catatan-catatan, surat-surat, pembukuan serta mem-
berikan keterangan yagn sebenarnya yang berhubungan dengan
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penyelenggaraan keramaian apabila diminta olc.:h Petugas Ding b
dapatan Daerah dan atau petugas dari 1nstans:lla1n yang me] ahuky
tugas pemeriksaan. '

Pasal 10

Penyelenggara dilarang :

a. Mengubah, menghapus dan atau membuat sedemikian rupa ap |
tanda lain pada tanda masuk schingga tidak dapat dibaca gy,
diragukan keabsahannya;

b. Memberikan tanda masuk bekas kepada penonton/pengunjung;

Mengijinkan anak-anak di bawah umur memasuki tempat-tempy,
hiburan, pertunjukan, permainan dan atau tempat-tempat lain yang
tidak diperuntukkan bagi mereka;

d. Memberikan tempat atau kelas lain dari tempat atau kelas yang tercan-
tum dalam tanda masuk kepada penonton/pengunjung;

e. Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga
tanda masuk yang telah ditetapkan.

BAB V
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 11

Bupati Kepala Dacrah dapat memberi pembebasan pajak baik
sebagian maupun seluruhnya terhadap keramaian :

a. yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau Insta®!
Lembaga atau Badan Pemerintah lainnya;

Pasal 12

tpabi!a dipandang perlu dalam rangka pembinaan dan pengcmb“”gng
Kise;;ﬂT;DDacrah/Nasmnal' olahraga dan usaha sosial kemanusiaa, Bup?
P aerah dapat memberikan keringanan pajak pertunjuka” I

keramai .
o an umum dimaksud berupa pembebasan sebagian atau selu
y am jangka waktu tertenty, .
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pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2
ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan
pacrah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan
atau denda setinggl-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII
PEIAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN
Pasal 13

(N pelaksanaan atau Peraturan Dacrah ini discrahkan kepada Dinas Pen-
dapatan Dacrah.

(2) Pengawasan atas pclaksanaan Peraturan Daerah ini, ditugaskan juga
kepada Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum.

Pasal 14

(1) Sclain Penyidik Umum yang bert . .gas mcnyidik. tindak.pidana,
penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dnmak:sqd
dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang
pengangkatannya ditetapkan sesual dengan Peraturan Perundang-un-
dangan yang berlaku. o

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pcnyit.iil_c Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari sescorang tentang adanya

tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saatitu di tem
melakukan pemeriksaan;

pat kejadian serta

: i nya dan memeriksa
¢. menyuruh berhenti seseorang dari perbuatanny

tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
¢. mengambil sidik jari dan memotret sescorangf b ter
£ memanggil sescorang untuk didengar dan diper iksa sebag
sangka atau saksi;
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g. mendatangkan orang ahliyang diperlukan dalam h“b“ﬂgan ;
pemeriksaan perkara; €ty

h. menghentikan penyidikannya setelah menda
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia ba
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umu
hal tersebut kepada penuntut umum, tersangk

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum

pat PCtunjy) N
hwa tidy) "—'rdap;
McCrupakay tindos
M memberjy,

a atau kelygy

indg
huka, ‘
Bany; |

yang dapat dip,
tanggungjawabkan. |
1
|
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dala.a Peratuvran Daerah ini, akan dianr |

lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelae
sanaannya,

Pasal 16

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Dacrah Kabupat?
Daerah Tingkat I Sukoharjo tanggal 26 April 1954 tentang Men
ac.iakan dan Memungut Pajak Pertunjukan dan keramaian Umum %ﬁi
diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal >

r 8
t‘?ber 1955 Seri C nr. 42 beserta semua peraturan p crubihes
dinyatakap tidak berlaky lagi.

Pasal 17

Perarur - an.
aturan Daeraly jpj mulai berlaku pada tanggal diundangk?

N

Agar 'ti inrabkan

ubd SUpaya sctiap orang dapat mengetahuinya, mcmL'“"t"I.llnm d
Ndangan Perawyrap Dacrah .

baran Daer

o annya
ini dengan penempatanny

ah Kab“l)atcn Dacrah Tingkart 11 Sukohar jO-
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Ditetapkan di : SUKOHARJO
Pada tanggal : 20 Februari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11

KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
SUKOHARJO
KETUA

cap ud

DJOKO WALU]JO, BA

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 973.453.33-1054
Tanggal : 15 November 1991

Direktorat Jenderal
Pemerintahanan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah

cap ud

Drs. Moch. Dladjad

SUKOHARJO

cap td

Drs. SETYAWAN SADONO

Diundangkan dalam lembaran Dacrah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukoharjo
Noiner : 1 Th. 1992 Seri A No 1
Pada tanggal : 22 Januari 1992

Pj. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

cap ud

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Tk |
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